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KASUS stunting bak fenomena gunung

es. Beruntungnya, pendataan keluarga da-

pat menjadi pijakan harapan bagi tercip-

tanya basis data terpadu terkait dengan

kependudukan. Berbagai kebijakan peme-

rintah pun telah digulirkan untuk mence-

gah dan menangani stunting. Sayangnya,

bonus demografi justru memicu perma-

salahan baru, semisal pengabaian hak-hak

anak, pengasuhan yang tidak optimal, dan

bahkan penelantaran anak. 

Sebenarnya, berbagai macam bantuan

sosial diberikan pada keluarga prase-

jahtera (PS) dengan peruntukan sebagai

tambahan pemenuhan kebutuhan gizi dan

nutrisi anak. Pendamping sosial dan pilar-

pilar sosial lainnya telah memberikan

psikoedukasi terhadap keluarga pra se-

jahtera. Harapannya, bantuan sosial dapat

tepat menyasar anak. Jangan sampai, ban-

tuan sosial digunakan untuk kepentingan

konsumtif ‘egois’orang tua semisal membe-

li rokok, pulsa, apalagi miras. Akan terda-

pat sanksi jika keluarga penerima manfaat

melakukan pelanggaran. 

Penanganan stunting sebenarnya terkait

dengan hak anak. Undang-Undang Nomor

23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

dengan tegas menyatakan : ”Setiap anak

berhak memperoleh pelayanan kesehatan

untuk membantu tumbuh kembangnya.”

Menurut WHO, stunting adalah gangguan

pertumbuhan pada anak akibat asupan nu-

trisi yang buruk, infeksi berulang, dan stim-

ulasi psikosial yang tidak adekuat.

Penyebab stunting demikian multidimensi.

Pengasuhan yang buruk, sanitasi yang ren-

dah, tidak mendapat ASI ekslusif, dan ku-

rangnya nutrisi dapat menjermuskan anak

ke dalam ‘penjara’stunting. 

Pendapatan-pengeluaran

Keluarga PS bisa berdaya apabila memi-

liki siklus pendapatan-pengeluaran yang

sehat. Untuk memenuhi gizi pun, tidak

harus membeli. Masyarakat prasejahtera

terbiasa memelihara beragam unggas yang

dapat dimanfaatkan sebagai bahan pa-

ngan. Selain itu, banyaknya daerah aliran

sungai dapat dimanfaatkan untuk me-

mancing. Dalam hal sumber daya alam,

sebenarnya daya dukung ketersediaan pa-

ngan untuk mencegah stunting begitu me-

limpah. 

Selain itu, posyandu pun aktif diseleng-

garakan dengan prokes. Deteksi dan diag-

nosa stunting juga sudah mulai dilakukan.

Tenaga kesehatan dan tenaga kesejahter-

aan sosial juga melakukan edukasi bahwa

stunting bukanlah aib. Justru, stunting pa-

da anak harus ditangani dalam upaya

memberikan hak tumbuh kembang anak. 

Tidak kurang-kurangnya pemerintah

berupaya untuk mencegah dan menurun-

kan angka stunting. Hanya saja, jebakan

konsumtif keluarga PS demikian rumit.

Tidak seimbangnya pendapatan dengan

pengeluaran membuat ketahanan keluar-

ga terguncang, hingga abai terhadap hak-

hak anak. Rokok misalnya, menjadi je-

bakan yang dapat memerangkap

keluarga prasejahtera. Harga

rokok yang mahal, dan dikon-

sumsi secara berulang dapat

membuat pertahanan keuangan

keluarga roboh. 

Yang membuat miris adalah

ketika rokok menjadi kebutuh-

an utama, dengan mengesam-

pingkan pemenuhan gizi anak

dan keluarga lainnya. Selain

konsumsi rokok yang tidak me-

rujuk pada daya finansial kelu-

arga, ambisi untuk berutang de-

mi memenuhi keinginan dan ju-

ga kebutuhan merupakan

‘musuh’ bagi kesehatan keluar-

ga. Apalagi, rentenir pun men-

jemput bola demi meraup laba

berlipat ganda. 

Pengaturan Ekonomi

Solusinya, keluarga berkeinginan kuat

untuk memiliki siklus keuangan yang se-

hat. Dengan begitu, anak-anak dapat me-

rasakan pemenuhan kebutuhan gizi, nu-

trisi, dan pengasuhan yang layak. Dalam

jangka panjang, diharapkan keluarga

prasejahtera yang disiplin dalam hal peng-

aturan ekonomi keluarga dapat memutus

mata rantai kemiskinan. 

Mencegah stunting hakikatnya adalah

memastikan bahwa anak-anak mendapat-

kan gizi dan nutrisi seimbang, sehingga

bisa tumbuh optimal dan cerdas pikirnya.

Dengan potensi tersebut, diharapkan anak

dapat tumbuh sehat dan pintar, sehingga

kelak bisa borkontribusi, dan bukan seba-

liknya. Melalui komitmen pengelolaan ke-

uangan dan pengasuhan keluarga, kita

berharap keluarga Indonesia memiliki ori-

entasi jangka panjang. Bukan semata pa-

da egois diri untuk merasakan sensasi

kenikmatan bantuan sosial. ❑

*)Nurul Lathiffah SPsi Mpsi,

pendamping sosial dan pemerhati

kesejahteraan sosial.

Stunting dan Jebakan Konsumtif Keluarga PS
Nurul Lathiffah

Gubernur DIY pemerintah peduli pada pe-

laku usaha.

+ Saat ini pelaku usaha sudah klenger.

***

Mendagri tegur 19 Propinsi soal dana

Covid-19.

+ DIY evaluasi.

***

Hari Raya Idul Adha, diminta jangan ada

kerumunan.

+ Acara nyate bareng, kali ini di ru-

mah saja.

Sekolah Sentra Vaksinasi
PEMERINTAH melalui Presiden Joko

Widodo menyatakan bahwa Vaksin Sino-

vac telah aman diberikan untuk anak usia

12-17 tahun sesudah Badan Pengawas

Obat dan Makanan (BPOM) menerbitkan

izin penggunaan darurat. Izin penggu-

naan vaksin tersebut diharapkan dapat

mengurangi risiko paparan virus Covid-

19 dan mendukung terwujudnya kekebal-

an kelompok pada masyarakat (herd im-

munity). 

Kalangan siswa atau pelajar termasuk

dalam rentang umur yang dapat meneri-

ma vaksin. Berkaca dari hal tersebut, se-

kolah dapat turut andil dengan meren-

canakan dan menyelenggarakan vaksi-

nasi bagi siswa. Jika memungkinkan, se-

kolah juga dapat menjadi pelaksana

vaksinasi bagi keluarga besar sekolah

termasuk keluarga inti siswa, alumni, dan

keluarga pegawai sekolah. Hal yang per-

lu diperhatikan adalah tujuan pelaksana-

an kegiatan tersebut merupakan bentuk

dukungan sekolah terhadap program pe-

merintah dalam rangka percepatan vaksi-

nasi, dan sebagai wujud kesiapan seko-

lah apabila pemerintah menginstruksikan

untuk melaksanakan pembelajaran tatap

muka secara terbatas.

Maka untuk melaksanakan kegiatan

tersebut, sekolah dapat menjalin koordi-

nasi dan kerja sama dengan fasilitas

pelayanan kesehatan maupun organisasi

terkait yang berada dalam satu lingkup

wilayah kabupaten/kota sebagai penye-

dia vaksin, tenaga kesehatan dan perala-

tan kesehatan. Selain itu, penyelenggara-

an vaksinasi di sekolah dapat diupayakan

melalui keterlibatan satuan tugas khusus

Covid-19 bentukan sekolah dan para

alumni dengan mempersiapkan relawan,

menyusun regulasi, mempersiapkan tem-

pat yang sesuai, membuka serta mela-

yani pendaftaran, mengawasi terlaksana-

nya protokol kesehatan dan tahapan vak-

sinasi, menjamin pelayanan vaksin untuk

dosis lanjutan, melakukan dokumentasi

acara, dan melakukan evaluasi. Tak lupa,

sekolah juga dapat menjadwalkan vaksi-

nasi menjadi beberapa gelombang untuk

efisiensi waktu dan mencegah terjadinya

penumpukan peserta.

Siswa dan orang tua dapat berpartisi-

pasi dengan bersikap kooperatif, datang

sesuai jadwal yang telah ditentukan,

menaati protokol kesehatan: memakai

masker, menjaga jarak saat mengantre,

mencuci tangan, dan senantiasa mema-

tuhi arahan dari petugas agar proses

vaksinasi dapat berjalan dengan lancar.

Sekolah yang telah berusaha dan lan-

car dalam penyelenggaraan vaksinasi, di-

harapkan dapat menjadi pelopor dan

contoh yang baik bagi sekolah lainnya

yang belum atau hendak melakukan hal

serupa, agar dapat bersama-sama terli-

bat aktif dalam mendukung percepatan

vaksinasi khususnya di sektor pen-

didikan. Berdasarkan dari berbagai upa-

ya yang dapat dilakukan di atas, hal yang

patut kita petik bersama ialah sekolah se-

bagai sentra pelaksanaan dan pelayanan

vaksinasi, bukan hanya sebagai bentuk

kepedulian sekolah terhadap keluarga

besarnya, melainkan sebagai wujud nya-

ta sikap migunani tumraping liyan dan

sikap saiyeg saeka praya atau sikap go-

tong royong seluruh pihak yang terlibat di

dalamnya. ❑

Ig Lintang Nusantara

Presidium SMA Kolese De

Britto Yogya 2020/2021 

Jurnalisme Melawan Pagebluk
MIRIS, ngeri dan entah kalimat apa-

lagi yang menggambarkan situasi saat in.

Ketika kita membaca berita, atau

menyaksikan siaran televisi yang terus

menerus menyiarkan perkembangan ka-

sus Pandemi Covid-m19 di tanah air dan

belahan dunia lainnya. Bisa dibayang-

kan, benda oksigen yang semula hanya

kita lihat di RS atau di tukang las, tiba-ti-

ba menjadi barang sangat penting bagi

kehidupan.

Coba baca berita, puluhan orang

meninggal gara-gara rumah sakit

kehabisan oksigen.  Orang kemudi-

an antri untuk mendapatkan oksi-

gen, padahal belum pernah ter-

pikirkan  betapa oksigen menjadi

rebutan. Menjadi barang langka,

sehingga sampai pemerintah mem-

buat Satgas oksigen. Di media

sosial  juga sangat cepat menga-

barkan, sahabat atau kerabat yang

kemarin masih komunikasi melalui

medsos, tiba-tiba dikabarkan

meninggal dunia. Badai Covid

telah meluluhlantakkan se-

muanya.

Informasi yang sering muncul di

media sosial yang menyesatkan ,

membuat masyarakat semakin run-

tuh, pesimis dan seperti tak punya

harapan. Hasil riset Fakultas

Psikologi Universitas Indonesia

dari 26 Mei ñ 2 Juni 2021, menunjukkan

tingkat resiliensi orang Indonesia pada

berbagai tingkatan cenderung rendah.

Resiliensi adalah kemampuan untuk be-

radaptasi dan tetap teguh dalam situasi

sulit. Saat pandemi yang belum tahu ka-

pan berakhir, akan sangat beerbahaya  ji-

ka resiliensi turun. 

Ajakan

Akhir-akhir ini muncul postingan di

medsos,  ajakan agar publik jangan lagi

baca informasi di media yang menyang-

kut Covid-19. Postingan ini beredar san-

ter di media sosial,  muncul di sejumlah

kota. Motifnya sama, agar tidak lagi

membaca informasi soal Covid-19.

Ajakan yang terakhir, untuk tidak baca

media mungkin dalam pengertian yang

salah. Yakni untuk media sosial yang

banyak mengemukakan hoaks. Tetapi

menolak untuk tidak membaca yang in-

formasinya benar, menjadi berbahaya.

Publik akan buta informasi, tidak tahu

apa yang terjadi. Bahwa pandemi masih

atau tidak, apa yang harus dilakukan,

bansos kapan dibagi, bagaimana meng-

atasi kekurangan oksigen dan mencari

shelter. Kita akan kehilangan arah.

Padahal justru pada saat semacam inilah

diperlukan informasi yang akurat supaya

publik tidak tersesat.

Ajakan untuk tidak membaca, mende-

ngarkan atau melihat informasi publik ju-

ga melanggar UUD 1945. Bahwa : "Setiap

orang berhak untuk berkomunikasi dan

memperoleh informasi untuk mengem-

bangkan pribadi dan lingkungan sosial-

nya. Serta berhak untuk mencari, mem-

peroleh, memiliki, menyimpan, mengolah,

dan menyampaikan informasi dengan

menggunakan segala jenis saluran yang

tersedia.”

Pers arus utama memang menghadapi

tantangan berat. Satu sisi sedang meng-

alami kontraksi berat, karena pandemi

dan perkembangan teknologi informasi.

Media harus berjuang keras untuk

menghidupi diri sendiri. Harus diakui,

pandemi Covid-19 juga berdampak kepa-

da media arus utama dan tentu kehidup-

an karyawan termasuk wartawan. Pen-

dapatan yang berkurang karena semula

berdasarkan iklan, sekarang jauh berku-

rang. Ini tidak bisa dipungkiri media mas-

sa seluruh dunia. Wartawan juga harus

bekerja ekstra hati-hati di tengah virus

yang ada dimana-mana.

Tidak Gampang

Sisi lain yang juga sangat penting,

bagaimana media  harus men-

jalankan misi membasmi berita yang

bersifat hoaks. Tugas yang tidak gam-

pang. Ketika berita palsu sudah mas-

sif. Semula hanya di ruang dunia

maya sudah bermutasi menjadi per-

bincangan dan gerakan publik.

Sehingga muncullah aksi borong susu

merk tertentu, atau ramai-ramai

membuat sayur lodeh. 

Kebersamaan media massa baik

cetak, online serta elektronik justru

dipuji, ketika sepakat menyatakan

sebagai media tanggap bencana

Covid-19. Kekompakan yang jarang

terjadi  di antara sesama media.

Saatnya media membangun narasi

positif setiap pemberitaan, untuk

menambah optimisme publik. Bukan

berarti anti-melakukan kritik. Namun

justru menyajikan liputan yang memberi

rasa optimis publik namun harus tetap

waspada. ❑

*)Drs Octo Lampito MPd, wartawan

SKH Kedaulatan Rakyat.

Octo LampitoPelaku Usaha di Ujung Tanduk
PEMERINTAH sudah  memutuskan

PPKM Darurat dipastikan diperpanjang

hingga akhir Juli 2021. Bukan sampai 6

minggu atau hingga 17 Agustus seperti

hoaks yang banyak beredar. Perpan-

jangan tersebut diharapkan akan lebih

menekan penularan virus Covid-19

yang saat ini masih menjadi-jadi di

Indonesia.

Dampaknya paling signifikan, adalah

menjeritnya para pedagang, tukang

ojol, buruh harian lainnya, seniman

atau yang berkait pariwisata dan peng-

usaha hotel. Dan ini tidak sedikit jum-

lahnya. Karenanya, Gubernur DIY

Sultan HB X juga  sudah meminta agar

pemerintah pusat, memperhatikan

masalah tersebut. 

Gubernur DIY mengingatkan, beda

dengan tahun 2020 ada peraturan

yang jelas berkait dengan refocusing.

Tetapi untuk 2021 tidak ada. Karena-

nya mengharapkan Mendagri untuk

segera mengeluarkan peraturan terse-

but (KR 19/7) agar DIY bisa leluasa.

Keluhan tersebut sudah diungkap-

kan ketua Asosiasi Pedagang Kaki

Lima DIY, Muklas Madani. Menurutnya,

nasib para pelaku usaha sudah benar-

benar di ujung tanduk, tinggal menung-

gu  mati. Omset turun drastis semenjak

ada pandemi. Kondisi lebih diperburuk

adanya PPKM Darurat yang membuat

para pelaku usaha klenger.

Sebenarnya untuk mengantisipasi

hal tersebut, Presiden sudah meng-

instrusikan  Bantuan Sosial (Bansos)

dimajukan, agar bisa dimanfaatkan pu-

blik terdampak pada saat PPKM Da-

rurat dilanjutkan. Bahkan Badan Pe-

meriksa Keuangan dan Pembangunan

dikerahkan untuk mengawal penyalu-

ran obat-oabatan gratis, suplemen dan

vitamin semuanya gratis.  Khusus un-

tuk PPKM Darurat digelontorkan  Ban-

sos tambahan Rp 39,19 triliun. Ma-

lahan Bansos tersebut sudah digelon-

torkan sejak awal Juli.

Bantuan tersebut, di antaranya meli-

puti beras Bulog 10 Kg untuk masing-

masing 18,8 juta  Keluarga Penerima

Manfaat (KPM). Kemudian bantuan

soial tunai untuk 10 juta KPM. Kemudi-

an pemberian tambahan ekstra 2 bu-

lannuntuk 18,9 juta KPM sembako.

Tambahannya untuk 5,9 juta KPM

usulan, untuk kartu Pra Kerja Rp 10 tri-

liun serta subsidi listrik rumah tangga

untuk 450  dan 900 watt diperpanjang 3

bulan sampai Desember 2021. Terma-

suk bantuan untuk kuota internet bagi

siswa, mahasiswa, guru serta dosen

selama 6 bulan. Bahkan alokasi ang-

garan untuk kesehatan ditambah Rp

33,21 triliun guna perawatan pasien

Covid-19. Presiden juga memberikan

bantuan 2 juta obat-obatan untuk yang

isolasi mandiri, yakni yang OTG atau

gejala ringan.

Banyak sekali istilah dan aturannya.

Namun mengapa sering banyak me-

ngeluh tak dapat atau kurang tahu?

Salah satunya soal sosialisasi. Dalam

hal ini, pemerintah menggelar sosiali-

sasi lewat telekonferensi, media daring,

dan surat edaran kepada (KPM). Na-

mun, hal tersebut tak efektif. Karena

banyak penerima manfaat yang tak

tahu nilai bantuan dan berapa lama

program tersebut.

Informasi melalui WA misalnya, sa-

ngat terbatas karena belum semua

dievaluasi. Membangun komunkasi

termasuk aktualisasi  data warga sam-

pai tingkat bawah, harus aktif. Mulai

dari RT sampai kelurahan harus aktif,

sehingga Bansos bisa mengalir sesuai

harapan. (***)

Persyaratan Menulis

Pembaca yang budiman, terimakasih par-

tisipasinya dalam menulis dan mengirimkan

artikel untuk SKH Kedaulatan Rakyat.

Selanjutnya redaksi hanya menerima tulisan

lewat email : opinikr@gmail.com dengan

panjang tulisan antara 535  - 575 kata, de-

ngan mengisi subjek mengenai isu yang di-

tulis serta jangan lupa menampilkan foto-

copy identitas. Terimakasih. 
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Klaten : Jalan Pandanaran Ruko No 2-3, Bendogantungan Klaten, Telp (0272) 322756. Kepala Perwakilan dan Kepala Biro : Sri Warsiti. 

Magelang : Jalan Achmad Yani No 133, Magelang, Telp (0293) 363552. Kepala Perwakilan: Sumiyarsih,  Kepala Biro : Drs M Thoha. 

Kulonprogo : Jalan Veteran No 16, Wates, Telp (0274) 774738. Kepala Perwakilan : Suprapto, SPd  Kepala Biro :  Asrul Sani. 

Gunungkidul : Jalan Sri Tanjung No 4 Purwosari, Wonosari, Telp (0274) 393562.  Kepala Perwakilan: Drs Guno Indarjo.

- Wartawan KR tidak menerima imbalan terkait dengan pemberitaan  - Wartawan KR dilengkapi kartu pers/surat tugas.


